WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 20 A TAHUN 2020

TENTANG

PEMBIAYAAN PERSIAPAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP BAGI MASYARAKAT DI KOTA PEKALONGAN

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian

dalam pembiayaan persiapan Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap oleh Pemerintah cq.
Kantor Pertanahan Kota Pekalongan, perlu
mengatur biaya persiapan Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap yang tidak tertampung
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan Diktum Ketiga
angka 1 juncto Diktum Kesembilan Keputusan
Bersama Menteri Agraria  dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, dan
Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor
590-3167A Tahun 2017 dan Nomor 34 Tahun
218 0 g g tentang Pembiayaan Persiapan
Pendaftaran Tanah Sistematis, biaya yang
diperlukan dalam  pelaksanaan  persiapan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yang
tidak tertampung dalam Anggaran Pendapatan




Mengingat

1

S.

dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa, dibebankan pada masyarakat
yang dituangkan dalam Peraturan Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Pembiayaan Persiapan
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap bagi masyarakat di Kota Pekalongan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Dacrah - daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta,
scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang -
Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil
di Djawa ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 551 );

Undang-Undang Nomor § Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 204 3);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik




Mengingat

Menetapkan

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah
Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah
Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran -Negara
Tahun 1997 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3696);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017
tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1127);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBIAYAAN
PERSIAPAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP BAGI MASYARAKAT DI KOTA
PEKALONGAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan.




Walikota adalah Walikota Pekalongan.

Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap adalah kegiatan
pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara
serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang
belum didaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan atau
nama lainnya yang setingkat dengan itu.

BAB I
BIAYA PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

Pasal 2

Biaya Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap bagi masyarakat
yang tidak tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dibebankan kepada
masyarakat peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Pasal 3

Biaya persiapan yang dibebankan kepada masyarakat peserta
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 dipergunakan untuk membiayai :

a. kegiatan penyiapan dokumen;
kegiatan pengadaan patok dan materai; dan

c. kegiatan operasional petugas kelurahan.

Pasal 4

() Biaya yang dibebankan kepada masyarakat peserta
Pendaftaran Tanah Sistematlis Lengkap sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu
rupiah).

(2) Rincian penggunaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah sebagai berikut :

a. untuk kegiatan pengadaan dokumen yang berupa surat
pernyataan yang dibuat oleh pemilik atau yang menguasai
bidang tanah yang dimohonkan paling sedikit berisi
keterangan tentang tidak adanya sengketa, riwayat
kepemilikan/penguasaan tanah, tanah - yang
dikuasai/dimiliki bukan merupakan tanah aset
pemerintah/dacrah dan penguasaan tanah sccara sporadik;

b. untuk kegiatan pengadaan patok batas sebagai tanda batas-




batas bidang tanah sebanyak paling sedikit 4 (empat) buah
dan pengadaan materai paling sedikit 2 (dua) buah sebagai
pengesahan surat pernyataan dan dokumen lain;

¢. untuk Kkegiatan operasional petugas kelurahan berupa
pembiayaan kegiatan yang meliputi:

1. biaya penggandaan dokumen pendukung;
2. biaya pengangkutan dan pemasangan patok;

3. transportasi petugas kelurahan dari Kantor Kelurahan ke
Kantor Pertanahan dalam rangka perbaikan dokumen yang
diperlukan.

Pasal 5

Selain biaya yang dimaksud dalam pasal 4, masyarakat peserta
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menanggung biaya
pembuatan akta, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) dan dokumen lain terkait
peristiwa atau perbuatan hukum yang pelaksanaannya sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Pengelolaan biaya pelaksanaan persiapan Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang beranggotakan
peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

(2) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibentuk oleh Lurah melalui musyawarah peserta Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap.

(3) Pertanggungjawaban pengelolaan biaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tertib dan
akuntabel.

Pasal 7

(1) Dalam hal pelaksanaan persiapan Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap terdapat kendala, maka diselesaikan

melalui musyawarah kelompok masyarakat peserta
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang difasilitasi oleh
Kelurahan.

(2) Hasil musyawarah secbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh
peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.




BAB IlI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8
Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembiayaan Persiapan
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap bagi
masyarakat dilakukan oleh Camat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 1 April 2020

WALIKOTA PEKALONGAN,
Cap

Tia.

M. SAELANY MACHFUDZ

Diundangkan di Pekalongan
Pada tanggal 1 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PEKALONGAN

SRI RUMININGSIH

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2020 NOMOR 20 A
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